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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan 

suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. 

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai 

tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta 

Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi 

dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi 

pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil 

pemeriksaan APIP dan lain-lain. 

Dalam masa tahun 2016-2021, Inspektorat dalam usaha pencapaian 

Rencana Strategis mempunyai 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) Sasaran dan 7 

(indikator) Indikator Sasaran dengan uraian sebagai berikut 

 

1. Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan 

bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota 

 Indikator : Nilai SAKIP Kab. Lima Puluh Kota Minimal B 

 Dengan Sasaran:  

  1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

   Indikator sasaran: Persentase OPD yang memiliki nilai 

evaluasi AKIP Minimal B (%) 

  2 Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota 

   Indikator sasaran: level maturitas SPIP Kab. Lima 

Puluh Kota (Level) 
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  3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di 

Kab Lima Puluh Kota 

   Indikator sasaran: Persentase Rekomendasi Temuan 

Hasil Pemeriksaan  di Kabupaten 

Yang Selesai Ditindaklanjuti (%) 

2. Tujuan 2 : Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

 Indikator : Kapabilitas APIP Level 3 

 Dengan Sasaran:   Meningkatnya Level Kapabilitas APIP  

   Indikator sasaran: Level Kapabilitas APIP (Level) 

3 Tujuan 3 : Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

 Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Bernilai B 

 Dengan sasaran:  Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Keuangan dan  

reformasi birokrasi di Inspektorat 

   Indikator sasaran: a. Jumlah Penyelesaian Temuan  

keuangan material di 

Inspektorat 

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Inspektorat 

c. Indeks Reformasi Birokrasi di 

Inspektorat 

 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima 

Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

NO. TUJUAN 
Indikator 

Tujuan 
SASARAN  

INDIKATOR 
SASARAN 

 TARGET KINERJA SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Terwujudnya 
akuntabilitas 
pemerintah 
yang baik dan 

bersih di 
Kabupaten 
Lima Puluh 
Kota 

Nilai SAKIP 
Kab. Lima 
Puluh Kota 
Minimal B 

1 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 

daerah lima 
puluh kota 

Persentase OPD 
yang memiliki 
nilai evaluasi 
AKIP Minimal B 

(%) 

10 20 60 60 80 80 

2 Meningkatnya 
maturitas SPIP 

Kab. Lima 
Puluh Kota 

level maturitas 
SPIP Kab. Lima 

Puluh Kota 
(Level) 

1 1 3 3 3 3 

3 Meningkatnya 

Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Temuan di Kab 
Lima Puluh 

Kota 
 

Persentase 

Rekomendasi 
Atas Temuan 
Hasil 
Pemeriksaan di 

Kabupaten 
Yang Selesai 
Ditindaklanjuti 

(%) 

75 80 80 85 85 90 

2 Meningkatnya 

peran APIP 
dalam 
pengawasan 
penyelenggara

an pemerintah 
daerah 

Kapabilitas 

APIP Level 3 

4 Meningkatnya 

Kapabilitas 
APIP 

Level 

Kapabilitas APIP 
(Level) 

1 2 2 3 3 3 

3 Terwujudnya 

akuntabilitas 
Kinerja 
Inspektorat 

Indeks 

Reformasi 
Birokrasi 
Inspektorat 
Bernilai B 

5 Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, 
Keuangan dan  
reformasi 

birokrasi di 
Inspektorat 

Jumlah 

penyelesaian 
temuan 
keuangan 
material di 

Inspektorat (%) 

80 80 85 85 90 90 

Nilai 
Akuntabilitas 

Kinerja 
Inspektorat 

55 60 60 65 70 75 

Indeks 
Reformasi 

Birokrasi di 
Inspektorat 

    65 70 

 

Untuk mencapai tujuan jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten lima 

Puluh Kota maka perlu dijabarkan sasaran dalam jangka waktu tahunan, triwulanan 

atau bulanan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. 

 Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota 

adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini 

merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur 

pimpinan, unsur fungsional maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan 

sesuatu yang harus dicapai. 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui 

berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai 

seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan 

pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi 

perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian 

kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.  

Adapun strategi  dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, 

misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut : 

 

1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten 

Lima Puluh Kota 

 - Kebijakan : Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam 

rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 

2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern pada setiap OPD 

 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan 

pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di 

OPD 

3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam 

rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan 

 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 

4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek 

pemeriksaan yang belum menyelesaiakan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan  

 - Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang 

belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan 

5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

 - Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur 
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pengawasan 

6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi 

perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 

 

 - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan adminstrasi 

perkantoran, sarana dan prasarana aparatur  

7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan 

pelaporan di Inspektorat 

 - Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi 

8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal 

 - Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP 

 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya 

kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi 

organisasi. 

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan 

program Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :  

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana 

Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2016-2021 

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP"    

           BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” 

Misi 4:   MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1 Terwujudnya 
akuntabilitas pemerintah 
yang baik dan bersih di 

Kabupaten Lima Puluh 
Kota 

1 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja perangkat 

daerah kabupaten 
lima puluh kota 

 Melakukan Pemeriksaan, Reviu 
dan Evaluasi di Kabupaten 
Lima Puluh Kota 

Pemeriksaan reguler/kinerja, 
reviu dan evaluasi dalam 
rangka meningkatkan sistem 

akuntabilitas kinerja;  

3 Meningkatnya 
maturitas SPIP 

Kab. Lima Puluh 
Kota 

Mondorong efektifitas 
pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern pada 
OPD.  

Mengintensifkan pembinaan, 
pemantauan dan 

pendampingan dalam 
pelaksanaan implementasi 
SPIP di OPD 

4 Meningkatnya 

Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Temuan di Kab 
Lima Puluh Kota 

1. Meningkatkan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait 
dalam rangka peningkatan 
mutu dan hasil pengawasan; 

1. Mengintensifkan 

pembinaan, monitoring dan 
evaluasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan oleh OPD 

2. Menerapkan sangsi yang 
tegas terhadap objek 

pemeriksaan yang belum 
menyelesaikan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan 

Pemberian surat teguran 
terhadap objek pemeriksaan 

yang belum menyelesaikan 
tindak lanjut pemeriksaan 

2 Meningkatnya peran 

APIP dalam pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

5 Meningkatnya 

Kapabilitas APIP 

1. Meningkatkan 

profesionalisme tenaga 
pemeriksa dan aparatur 
pengawasan  

2. Mendorong pelaksanaan 

pelayanan administrasi 
perkantoran, sarana dan 
prasarana aparatur 

3. Mendorong Peningkatan 
Perencanaan, Pengukuran 
dan pelaporan di 
Inspektorat 

4. Pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan formal 

1. Pelatihan pengembangan 

tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan  

2. Pemenuhan kebutuhan 
untuk pelayanan 

adminstrasi perkantoran, 
sarana dan prasarana 
aparatur 

3. Pelaksanaan evaluasi 
4. Mengikuti Ujian Sertifikasi 

APIP 
 

3 Terwujudnya 

akuntabilitas Kinerja 
Inspektorat 

6 Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, Keuangan 
dan  reformasi 
birokrasi di 

Inspektorat 

1. Peningkatan pelayanan 

perkantoran 
2. Peningkatan Disiplin 

aparatur 
3. Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

 

1. Membuat rencana aksi 

penyelesaian temuan 
keuangan 

2. Mempercepat 
penyelesaian temuan 

3. Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja  

4. Melakukan Reformasi 

birokrasi pada 8 area 
perubahan 
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